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PERATURAN BUPATI PURWAKARTA 

 
NOMOR   14  TAHUN  2011 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  2   

TAHUN  2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN  DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

PURWAKARTA  TAHUN ANGGARAN 2011 

 

 

BUPATI PURWAKARTA, 

 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan 

Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2010 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan 

berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 37 

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2011 dipandang perlu untuk 

mengubah Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 

2011; 

 

 



 

Mengingat 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita 

Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah 

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 

dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republi 

Indonesia Nomor 2851) ; 

 

Undang-Undang  6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4999); 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 3312) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3569); 

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3890; 

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851);  

 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 
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11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12. 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844 ); 
 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 4438); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 
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15. 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 

Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5043); 

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia     Nomor 5049); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416), sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia      Nomor 4712); 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 
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19. 
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21. 

 

 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 

Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4503); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 

Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4574); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia     Nomor 4575); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 

Tentang Hibah  Kepada Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4577); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia    Nomor 4578); 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 

 

 

 

 

 

 

24. 
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26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 

Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585 ) ; 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4587); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 165   , Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4593 ); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4609) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia      Nomor 4855); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
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31. 

 

 

 

 

 

 

 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 

tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 

Daerah kepada Perwakilan Daerah, dan 

Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4693); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4737); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 

Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4738); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia      Nomor 4750); 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. 
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35. 

 

 

36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. 

 

 

   

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 

tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5104); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 

5261); 

 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 

Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. 

 

 

 

 

 

 

 

39. 

 

 

 

 

 

 

40. 

 

 

 

 

41. 

 

 

 

42. 

 

 

 

43. 

 

 

 

 

 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Pengelompokkan 

Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran 

dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 

Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta 

Tata Cara Pengembalian Tunjangan 

Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;  

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 

Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara 

Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, 

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik; 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2011 ; 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara 

Pembentukan Peraturan Daerah ; 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 

Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Dana Cadangan Daerah Kabupaten Purwakarta; 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 

Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Investasi Daerah; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memperhatikan    :             

 

 

 

44. 

 

 

 

 

45. 

 

 

 

 

 

46. 

 

 

 

 

 

47. 

 

 

 

 

 

48. 

 

 

 

 

 

1.     

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 

Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal 

Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Bank 

Jabar Purwakarta; 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Purwakarta     Nomor 1 Tahun 2009; 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2008-

2013; 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 

Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal 

Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada 

Perusahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 

(PD. BPR) Raharja Kabupaten Purwakarta; 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten 

Purwakarta Tahun Anggaran 2011. 

 

 

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 Tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 

2011. 

 

 

 

 



 

M   E   M  U  T  U  S  K  A  N    : 

 

 

Menetapkan      :PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN  BUPATI    

NOMOR  2  TAHUN  2011 TENTANG   

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DANBELANJA  DAERAH  KABUPATEN  

PURWAKARTA   TAHUN  ANGGARAN  2011. 

 

 

        Pasal  I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 2 

Tahun 2011 Tentang PenjabaranAnggaran Dan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Purwakarta Tahun Anggran 2011 diubah sebagai berikut : 

 

1    Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

 

 

Pasal  1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas : 

 

1 

 

Pendapatan Daerah :   

 a. Pendapatan Asli Daerah Rp.  102.612.210.000,-  

 b. Dana Perimbangan 

 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang 

Sah            

 

Rp.  635.840.727.000,- 

  

Rp.  326.058.028.172,- 

 

                       Jumlah Pendapatan   Rp.1.064.510.965.172,- 

  

 

 

 

  



 

2 Belanja Daerah :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Belanja Tidak Langsung 

  

1) Belanja Pegawai  

 

2) Belanja Hibah  

 

3) Belanja Bantuan Sosial  

 

4) Belanja Bagi Hasil  

 

5) Belanja Bantuan Keuangan   

 

6) Belanja Tidak Terduga                    

 

         Jumlah Belanja Tidak Langsung                                   

 

b. Belanja Langsung 

 

1) Belanja Pegawai 

 

2) Belanja Barang dan Jasa 

 

3) Belanja Modal                                       

 

                  Jumlah Belanja Langsung 

 

                  Jumlah Belanja Daerah 

 

 

                     Surplus/(Defisit)  

 

 

 

 

 

 

 

Rp. 589.735.277.058,- 

 

Rp.   27.034.550.666,- 

 

Rp.   11.194.110.000,-             

 

Rp.   23.274.500.000,- 

 

Rp.     8.730.000.000,-      

 

Rp.        500.000.000,- 

 

 

 

 

 

Rp.  52.971.670.815,- 

 

Rp. 149.554.724.915,- 

 

Rp. 219.055.119.388,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp.  660.468.437.724,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp.   421.581.515.118,- 

 

Rp.1.082.049.952.842,- 

 

 

Rp.  (17.538.987.670,-) 

 

 

 

 

 



 

3 Pembiayaan Daerah : 

 

a. Penerimaan Pembiayaan 

 

b. Pengeluaran Pembiayaan                         

 

 

Jumlah Pembiayaan Netto  

 

 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

Tahun Berkenaan                                          

 

Rp.   26.820.134.670,- 

 

Rp.     9.281.147.000,- 

 

 

 

 

Rp.    17.538.987.670,- 

 

 

Rp.                           0,- 

 

 

1    Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : 

 

 

Pasal  2 

 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 

dalam Lampiran I  Peraturan Bupati ini. 

 

1    Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal  3 

 

Penjabaran  APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 

dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 

                                                          Pasal  II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta. 

 

 

 



 

                                                                              Ditetapkan di Purwakarta 

                                                                             Pada tanggal  1 April 2011 

 

BUPATI PURWAKARTA, 

 

ttd 

 

DEDI MULYADI 

 

   Diundangkan di Purwakarta 

  Pada Tanggal 1 April 2011 

 

    SEKRETARIS DAERAH 

   KABUPATEN PURWAKARTA, 

  

  ttd 

 

  Drs. H. HAMIM MULYANA, M.Si 
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 14 

 

 


